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BAB | PENDAHULUAN

<br><br>

A. LATAR BELAKANG MASALAH

<br><br>

Segjak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia secara resmi lahir dalam negara
Kesatuan Republik Indonesia.

<br><br>

S.Budhisantoso dalam salah satu karya tulisnya berpendapat, bahwa :

<br><br>

"Banyak diantara masyarakat bangsa yang baru merdeka itu terwujud sebagal hasil perpaduan sejumlah
bangsa atau suku-suku bangsa yang semula hidup dalam kesatuan- kesatuan sosial yang lebih kecil,
sehingga memerlukan identitas yang dapat memperkokoh persatuan. Sementara itu ada juga bangsa-bangsa
yang memang sejak semula merupakan satu maayarakat yang "homogen", akan tetapi karena penindasan
oleh bangsa lain, merekaitu kehilangan identitas yang dapat mempersatukan segenap warganya sebagal satu
bangsa yang merdeka, {1989 : 1).

<br><br>

Kenyataan menunjukkan bahwa di Kepulauan Nusantara pernah berkembang negara-negara besar maupun
kecil yang semula masing-masing negara itu bebas berkembang. Oleh karena itu Proklamasi Kemerdekaan
Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan sekedar pernyataan politik berdirinya Negara Kesatuan
Republik Indonesia, melainkan juga sebagal pernyataan kebulatan tekad dari segenap penduduk bekas
jajahan Hindia Belanda untuk mempersatukan diri menjadi satu bangsa. Kelahiran bangsa itu menimbulkan
berbagai macam kebutuhan, terutama landasan pengikat persatuan dan kesatuan bangsa. Sebenarnya
kebutuhan akan persatuan dan kesatuan itu sudah lama dirasakan antara lain tercermin dalam " Sumpah
Pemuda' yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928.

<br><br>

Bagi bangsa Indonesia persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya diperlukan karena kelahiran bangsa yang
harus mempertahankan kedaul atan terhadap ancaman dari luar, melainkan juga karena kenyataan bangsa itu
merupakan peleburan dari banyak suku bangsa dan masyarakat daerah yang semula masing-masing berdiri
sendiri. Proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia telah mempersatukan masyarakat majemuk menjadi satu
bangsa tanpa menghancurkan kekhususan kesatuan-kesatuan sosial yang membentuknya dengan semboyan
"Bhineka Tunggal Ika'. Untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan dari masyarakat majemuk menjadi
satu masyarakat bangsa serta mengisi cita-cita proklamasi, memerlukan sarana serta pengikat yang dapat
diterima semua pihak, apa yang disebut Raymond Firth sebagai " Social media” ( 1952 : 42). Oleh karena
itu diperlukan adanya seperangkat nilai yang dapat berfungsi sebagai sarana pemersatu social budaya


https://lib.ui.ac.id/detail?id=82829&lokasi=lokal

masyarakat sehari-hari.

<br><br>

Atas dasar kenyataan ini ketika para pemimpin yang datang dari berbagai golongan dan suku bangsa
berkumpul dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Uaaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang
merupakan langkah awal dari PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), tanggal 28 Mei 1945 Mr.
Muhamad Y amin menyampaikan pidatonya tentang 5 azas dasar negara Republik Indonesia. Dan pada
tanggal 1 Juni 1945 dikokohkan Ir. Soekarno dalam pidatonya tentang 5 dasar filsafat Negara Indonesia
merdeka yang diaebut "Pancasila’ yang diyakini kebenarannya dan digunakan sebagai dasar untuk menata
masyarakat dalam menegara. Kemudian untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib dan
teratur dirumuskan pula Undang-Undang yaitu UUD 1945.

<br><br>

Kenyataan sgjarah menggambarkan bahwa Pancasila dan UUD 1945 merupakan pemersatu bangsa dan
|deologi negara yang kokoh. Terbukti dari beberapa kali usaha para pemberontak yang ingin mengganti
Pancasila dan UUD 1945 dengan ideologi lain selalu mengalami kegagal an.

<br><br>

Daam interaksinya dengan lingkungan, sesual pendapat Soewarso sebagal "Lingkungan Strategik™ (1982 .
5) untuk mempersatukan bangsa Indonesia perlu adanya suatu Wawasan Nusantara yang dirumuskan
Kelompok Kerja Ketahanan Nasiona adalah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan
UUD-45, tentang diri dan lingkungannya yang berbentuk sebagai kesatuan air dengan pulau-pulau di
dalamnya, beserta udara dan ruang angkasanya'. {1982 : 9).



